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Muhammad Cahyadi. Juni 2023. ANALISIS TERHADAP SURAT Kapolri NO 

2/II/2021 TENTANG BUDAYA BERETIKA UNTUK MEWUJUDKAN RUANG 

DIGITAL INDONESIA YANG BERSIH, SEHAT, DAN PRODUKTIF  

DIKAITKAN DENGAN RESTORATIVE JUSTICE. Skripsi, Program Sarjana 

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. 

Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing 

Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.  

  

Indonesia adalah negara hukum hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (3) UUD NRI 

Tahun 1945. Dengan demikian, segala aspek kehidupan di masyarakat dilindungi oleh 

konstitusi negara. Dalam konstitusional negara memuat hak konstitusional warga 

negara, salah satunya yaitu hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan 

mengeluarkan pendapat dimana diatur dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945kebebasan 

mengeluarkan pendapaat dimuka publik. Dalam menyampaikan pendapat dimuka 

publik dapat menggunakan media elektronik telah diatur ketentuannya dalam 

undangundang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronk. 

Undangundang tersebut berisi tentang tindak pidana dibidang teknologi dan transaksi 

elektronik serta mengatur juga mengenai aktivitas mengeluarkan pendapat dimedia 

elektronik. Sehingga aktivitas mengeluarkan pendapat melalui media elekteronik 

dibatasi dalam undang-undang tersebut. Namun, pembatsantersebut sering menuai 

perhatian publik, karena dianggap berlebihan dalam mengekang masyarkat untuk 

berpendaatdimedia sosial ( elektronik). Sehingga, banyak kasus yang melibatkan 

pasalpasal dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Informasi  dan  

Transaksi  Elektronik tersebut terutama dalam hal pencemaran nama baik.  
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Dari banyaknya kasus yang melibatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  

Informasi  dan  Transaksi  Elektronik mengenai pencemaran nama baik, sehingga Polri 

mengeluarkan Surat  Edaran  Polri  Nomor:  SE/2/11/2021  tentang  Kesadaran  Budaya 

Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. 

Dalam SE tersebut, Polri memiliki prinsip  bahwa hukum pidana merupakan upaya 

terakhir  dalam  penegakan  hukum  (ultimatum  remidium)  dan  mengedepankan 

restorativejustice  dalam  penyelesaian  setiap  perkara yang ada. Dari latar belakang 

yang telah dijelaskan, menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai implementasi 

restorativejustice dalam penerapan kasus pencemaran nama baik dan dampak positif 

serta dampak negative.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui pengaturan Surat edaran  

Kapolri No 2/II/2021 Tentang Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital  

Indonesia yang Bersih,Sehat,dan Produktif dikaitkan dengan Restorative Justice , 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang diperoleh dari studi 

kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan 

perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang 

berhubungan dengan restorative justice sebagai pendekatan penyelesaian perkara 

tindak pidana siber pencemaran nama baik.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  

1. Bahwa diterapkannya restorative justice sebagai pendekatan penyelesaian perkara 

tindak pidana siber pencemaran nama baik di media sosial membuat tingkat 

masuknya perkara ke pengadilan tingkat pertama menurun.  

2. Bahwa kasus tindak pidana siber meningkat setiap tahunnya, terutama di periode 

tahun 2018-2020. Di antara kasus tindak pidana siber, pencemaran nama baik di 

media sosial menempati urutan tertinggi dalam laporan ke kepolisian. Tingkat 

pelaporan kasus yang tinggi serta penerapan penyelesaian tindak pidana yang ada, 

telah menjadi kontroversi di masyarakat yang dapat dilihat dari usaha diajukannya 

judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Usul revisi UU ITE sempat diwacanakan 

oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo namun gagal masuk prolegnas DPR. 
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Sehingga kemudian Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 

sebagai diskresi diterapkannya restorative justice dalam pendekatan penyelesaian 

perkara tindak pidana siber pencemaran nama baik di media sosial. Syarat materiil 

dan formil yang ada pada surat edaran kapolri nomor SE/8/VII/2018 untuk 

menyelesaikan perkara tindak pidana dengan restorative justice telah dipenuhi oleh 

surat edaran SE/2/11/2021 yang mengatur penerapan restorative justice terhadap 

tindak pidana siber pencemaran nama baik di media sosial. Di dalam pedomannya, 

pelaksanaan restorative justice ditinjau dari surat edaran kapolri nomor 

SE/2/11/2021dilaksanakan dengan melibatkan para pihak yang terlibat. 

Penerapannya dilakukan dengan identifikasi kerugian yang diderita korban, 

dibukanya ruang mediasi seluas-luasnya sebagai kesempatan untuk korban dan 

pelaku menyelesaikan konflik, serta bagi pelaku agar dapat memenuhi penggantian 

kerugian pada pihak korban, yang semua itu difasilitasi oleh penegak hukum. Hal 

ini diharapkan akan menjadi transformasi hubungan antara pemerintah dengan 

masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana siber pencemaran nama baik di media 

sosial.  
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Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing 

Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.  

  

ABSTRAK  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Surat edaran Kapolri 

No 2/II/2021 Tentang Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia 

yang Bersih,Sehat,dan Produktif dikaitkan dengan Restorative Justice dan 

mendapatkan kepastian hukum tentang penerapan Restorative Justice apabila salah satu 

pihak tidak sepakat untuk berdamai Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan 

dengan mempelajari perundang-undangan dan semua tulisan yang berkaitan dengan 

objek yang diteliti yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama penyelesaian perkara pidana 

restorative justice sebagaimana telah diatur surat edaran kapolri nomor SE/2/11/2021 

yang merujuk pada surat edaran kapolri nomor SE/8/VII/2018. Pelaksanaa Melalui 

pedoman pelaksanaan penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui 

media sosial dengan pendekatan restorative justice di atas, dapat dilihat bahwa mediasi 

menjadi media penyelesaian yang dilakukan. Kesepakatan damai dengan kesadaran 

pengakuan kesalahan Kedua: Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan 

keadilan restoratif merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah 

kehidupan manusia. Sistem ini sudah dipraktekan di berbagai masyarakat, sejak 

sebelum perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau kelompok 

kepentingan yang berpengaruh penerapan Surat Edaran Kapolri SE/2/11/2021 tentang 

Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, 

Sehat, dan Produktif yang menerapkan pendekatan restorative justice.  

Kata Kunci  : Penyelesaian, Etika, , Ruang Digital, Restorative justice  
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